
 



 

Konsep negara muncul karena sekelompok manusia yang menyadari 

kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang terkadang dilanggar dan halangi 

oleh individu lainnya, lahirnya negara diharapkan dapat menciptakan kondisi yang 

ideal untuk menyeimbangkan kedudukan antar individu, selain itu kehadiran 

negara juga untuk mengupayakan pengelolaan sumber daya yang dimiliki, untuk 

menjadikan sebuah negara yang maju, semua ini dilakukan melalui hukum yang 

dijadikan supremasi demi keadilan yang cita-citakan. 

Kemudian dari sekelompok manusia tersebut, maka lahirlah masyarakat 

dalam sebuah negara yang terdiri dari individu-individu yang hidup bersama 

dalam suatu komunitas yang terorganisir, hal itu terjadi karena manusia adalah 

mahluk sosial. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles: 

“Aristoteles (384-322 SM) seorang ahli filsafat Yunani kuno menyatakan 

dalam ajarannya, bahwa manusia adalah zoon politicon artinya bahwa 

manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam 

masyarakat. Karena sifatnya ingin bergaul satu sama lain, maka manusia 

disebut sebagai makhluk sosial” (Hermanto dan Winarno, 2012, hal. 44). 

Manusia sebagai mahluk sosial maka akan selalu berinteraksi antara satu 

dengan lainnya. Artinya, banyak timbul hubungan interaksi di masyarakat muncul 

karena adanya kebutuhan dasar individu, terutama yang berkaitan dengan bidang 

sosial ekonomi. Agar hubungan interaksi antar individu tidak menimbulkan 

konflik, maka oleh peran negara untuk melakukan fungsi pengaturan dan 

pelayanan melalui hukum yang dibentuk. 

“Baik fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan menyangkut semua segi 

kehidupan dan penghidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dan 

pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur pemerintah tertentu yang 

secara fungsional bertanggungjawab atas bidang-bidang tertentu kedua 

fungsi tersebut” (Hardiyansah, 2011, hal. 10). 

Indonesia secara terang menganut supremasi hukum sebagai dasar serta 

menjadi aturan main dalam menjalankan tujuan yang dicita-citakan, sebagaimana 



yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”, artinya bahwa kekuasaan negara sebagai suatu 

sistem dari penyelenggaraan negara harus berdasarkan dan bermuara pada 

ketentuan hukum yang berfalsafah Pancasila. Muara hukum yang bersumber pada 

Pancasila dan Konstisusi yang diarahkan pada tegaknya hukum di atas segala-

galanya, jaminan serta perlindungan atas hak dasar setiap rakyat dan diharapkan 

akan dapat memperoleh jaminan keadilan bagi rakyat sebagai pencari keadilan. 

Pada tataran konsep yang ideal negara berdasarkan hukum memiliki tujuan 

untuk mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan, tujuan yang ideal 

tersebut harus dicerminkan dalam sebuah produk hukum. Sebagaimana menurut 

Aristoteles bahwa keadilan berdasarkan filsafat hukum, “karena hukum hanya 

bisa di tetapkan dalam kaitannya keadilan” (L. J. Van Apeldoorn, 1996, hal. 11-

12). Konsep keadilan memang secara ideal sulit untuk diwujudkan, namun secara 

sederhana indikator yang dapat dijadikan barometer terwujdnya keadilan adalah 

jika masyarakat tidak merasa dirugikan. Atas dasar itulah hukum semata-mata 

untuk menciptakan kondisi yang harmonis dalam intraksi antar manusia maupun 

kelompok. 

Untuk menjalankan fungsinya yang demikian, Indonesia sebagai sebuah 

negara yang memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir terdiri perangkat-

perangkat sebagai kepanjangtanganan dari kepala pemerintahan, untuk 

menjalankan sistem pemerintahan dengan kemampuan sumber daya manusia yang 

handal untuk melakukan langkah-langkah strategis melalui perencanaan 

pelaksanaan dan evaluasi terhadap berjalannya roda organisasi sebuah negara. 

Dalam menjalankan fungsinya itu, perangkat negara didasarkan pada 

wewenang yang melekat padanya. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) menerangkan 

bahwa “Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat” 

(Ridwan H.R., 2006, hal. 204-105). Sejalan dengan itu, Philipus M. Hadjon 

mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas 

kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu 

atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui 

pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan 

delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan (Philipus 

M. Hadjon, 1994, hal. 7). 

Kewenangan itu juga dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai 

salah salah satu unsur yang memiliki peranan yang sangat penting bagi 

pemerintahan dalam sebuah negara untuk melaksanakan fungsinya, dasar hukum 

pengaturan ASN diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang 



Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat UU ASN), Pasal 1 angka 1 

menyebutkan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 

“profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”, berdasarkan ketentuan tersebut 

ASN dibagi menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS) 

dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pengaturan ini dalam 

perkembangannya bertujuan untuk membantu kinerja kepala pemerintah dalam 

menjalankan tugas dan fungsi yang melekat, salah satunya dalam hal pelayanan 

publik.  

Dalam tulisan ini membahas terkait PNS yang memegang peranan penting 

demi terselenggaranya pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat, sebab 

pelayanan publik sangat berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga 

kualitas pelayanan publik menjadi tolak ukur kinerja instansi pemerintah dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. Melihat bagaimana sistem manajemen PNS, 

secara khusus terkait penempatan atau perpindahan PNS dalam instansi 

pemerintah atau yang dikenal dengan bahasan mutasi PNS. Berdasarkan 

inventarisir diatas, penulis mengarahkan pokok pembahasan dengan rumusan 

permasalahan diantaranya: Pertama, Bagaimana regulasi terkait mutasi pada 

Instansi Pemerintah? Kedua, Bagaimana perspektif sosiologi hukum memandang 

implementasi mutasi di lingkungan Instansi Pemerintah? 

 

Untuk pengelolaan PNS yang baik, termasuk didalamnya adalah dalam hal 

mutasi PNS, diperlukan dasar yang kuat dari aspek kemanfaatan, keadilan, dan 

kepastian hukum. Disini Penulis lebih menitikberatkan pada aspek kemanfaatan 

dan keadilan sebagai manifesto dari pendekatan sosiologi hukum. Dalam konteks 

mutasi di lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai subjek hukum, baik PNS yang 

akan di mutasi maupun Pejabat PNS yang melakukan mutasi terikat pada hukum. 

Hal ini didasari pada filosofi berikut: 

“Agar hubungan hukum antarsubjek hukum itu berjalan secara harmonis, 

seimbang, dan adil, dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang 

menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, 

hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum 

tersebut. Hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum agar masing-masing 

subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan 

mendapatkan haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga berfungsi 



sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum” (Ridwan H.R., Hal. 

279). 

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan 

itu, diarahkan pada satu tujuan, yaitu untuk menciptakan suasana hubungan 

hukum antar subjek hukum secara seimbang, harmonis, damai dan adil. 

Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi 

kepentingan-kepentingan manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, 

dan sebagainya, terhadap yang merugikannya. Fungsi hukum dalam masalah 

mutasi ini kemudian dapat ditinjau dari segi kemanfaatan, keadilan dan kepastian 

hukum. Tentunya disini Penulis melihatnya dalam kerangka sosiologi hukum. 

Dari segi kemanfaatan hukum, dapat dilihat relasinya antara hukum 

dengan masyarakat. Jika diamati, terasa bahwa hukum tak terbatas melainkan 

terdapat dimana-mana. Pergaulan hidup sebagai masyarakat yang teratur adalah 

penjelmaan hukum, adalah sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar. Jadi hukum 

adalah masyarakat itu juga, hidup manusia sendiri, dilihat dari sudut yang tertentu, 

yakni sebagai pergaulan hidup yang teratur. Dalam kaitannya dengan hukum 

sebagai suatu sistem nilai yang hidup dan tumbuh ditengah masyarakat dan 

berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat untuk senantiasa 

mengawal umat manusia dalam tata hidupnya. 

Berangkat dari Nilai-nilai (value) yang senantiasa hidup di masyarakat itu 

lebih lanjut akan diakumulasikan menjadi sebuah sistem norma, sebagaimana 

dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa “norma atau kaedah merupakan 

pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi 

kebolehan, anjuran, atau perintah” (Jimly Asshiddiqie, 2011, hal. 1). Dengan 

demikian, hukum menjadi linear dengan kebutuhan hidup masyarakat sehingga 

dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. 

Beranjak dari pandangan hukum sebagaiama disebut diatas, jelaslah 

bahwa ketika hukum dipahami sebagai tata nilai yang ada berdampingan dengan 

kehidupan masyarakat. Maka nilai itu harus berada dalam suatu pelembagaan 

norma, sehingga akan menentukan pola dan tingkah laku masyarakat secara 

formal. Dalam relasinya dengan kehidupan manusia dalam bermasyarakat, 

Satjipto Rahardjo berpandangan tentang hukum sebagai berikut: 

“…., baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan 

kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan 

perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat 

dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan 

keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan 

manusia” (Satjipto Rahardjo, 2007, hal. Ix). 



Untuk tujuan itu, dikatakan lebih lanjut bahwa ilmu hukum memiliki 

hakikat interdisipliner. Hakikat itu dapat diketahui dari digunakannya berbagai 

disiplin ilmu pengetahuan untuk membantu menerangkan berbagai aspek yang 

berkaitan dengan hadirnya hukum dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2000, 

hal. 7). Lebih jelasnya, dijelaskan bahwa “Berbagai aspek dari hukum yang ingin 

kita ketahui ternyata tidak dapat dijelaskan dengan baik tanpa memanfaatkan 

disiplin-disiplin ilmu pengetahuan, seperti politik, anthropologi, ekonomi dan 

lain-lainnya.” 

Dengan memanfaatkan berbagai macam ilmu lain diluar hukum, hukum 

diharapkan tidak kehilangan ruhnya sebagai pemberi manfaat bagi manusia. 

Karena hukum adalah sarana bagi manusia sebagai subjek. Sebagai sarana, hukum 

seharusnya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia. 

Dari segi keadilan hukum, jika dihubungkan dengan Pancasila sebagai 

sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundangan. Maka perihal mutasi PNS dapat dirujuk pada sila kedua dan kelima 

Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. 

Menurut Pandji Setijo, adil berarti bahwa suatu keputusan dan tindakan 

didasarkan atas norma-norma yang objektif/tidak subjektif, apalagi sewenang-

wenang/otoriter. Disebutkan pula bahwa negara memiliki hukum yang adil dan 

negara berbudaya yang beradab. “Negara ingin menerapkan hukum secara adil 

berdasarkan supremasi hukum serta ingin mengusahakan pemerintahan yang 

bersih dan berwibawa” (Pandji Setijo, 2009, hal. 20). Sedangkan sila kelima 

Pancasila berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan 

sosial bermakna bahwa keadilan itu berlaku dalam masyarakat pada segenap 

bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Bahkan jika keadilan tersebut 

dilihat dengan paradigm sosiologi hukum, maka sebagaimana ditegaskan oleh 

Martitah bahwa: 

“Dalam mengemban amanat mewujudkan keadilan sosial tersebut, 

penegakan hukum yang dibutuhkan adalah penegakan hukum yang bertipe 

progresif dan responsif, selalu terbuka dan siap mengadopsi paradigma 

baru dan meninggalkan paradigma lama manakala tidak searus dengan 

tujuan keadilan dalam berhukum. Keadilan substantif dalam berhukum 

hanya akan lahir dari rahim penegakan hukum yang demikian, yang selalu 

melihat konteks daripada teks” (Martitah, 2013, hal. 49). 

Kemudian perihal kepastian hukum, harus terdapat jaminan bahwa hukum 

harus dijalankan dengan cara yang benar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 



Jika hukum tidak ada kepastian hukum maka hukum akan kehilangan jati diri, jika 

hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai 

pedoman perilaku setiap orang, selain itu kepastian hukum dimaksudkan juga 

untuk mewujudkan perlindungan hukum. Menurut Setiono “perlindungan hukum 

adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan 

sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk 

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 

menikmati martabatnya sebagai manusia” (Setiono, 2004, hal. 3).
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